
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR 1,AMPUNG
 
NOMOR: G/ ~92 /B.02/HKj2019
 

TENTANG 

HASIL EVALUASI RANr.ANGAN PERAl'URAN DAERAH KABUPATEN
 
TULANG BAWANG BARAT TE NTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
 
RETRIBUSI JASA USAHA
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nornor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Usaha, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, periu 
menetapkan Keputusan Guberriur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor S Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
Usaha; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G('if13( t;·Ol(Hk (OFt 
TANGGAL : \ ~ . -4 , 2019 

HASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
 

No MateriRaperda RumusanRaperda RumusanPenyempurnaan Keterangan 

2 3 4 5 

1 Konsideran 
menimbang 

a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, 
perekonomian dan taraf hidup yang Iilerk@mbang 
~ masyarakat dan rnemperhatikan indeks harga 

a. bahwa dengan 
perekonomian 
memperhatikan 

adanya kemajuan pembangunan, 
dan taraf hidup masyarakat, 
indeks harga, serta perubahan 

Konsideran Menimbang 
disempurnakan sesuai 
ketentuan Lampiran II 

serta perubahan regulasi peraturan perundang
undangan yang baru , FRal~a perlw Qilaklslkan p€Hlir;;Jja~'61n 

peraturan perundang-undangan, dipandang perlu 
meninjau kern bali tarif retribusi jasa usaha sebagaimana 

angka 
Undang 

27 Undang-
Nomor 11 

kembGlli FR€m~er;;Jai p€Hl~er;;Ja2A tarif retribusi diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tuiang Tahun 2011 
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi 

I 
I 

! L - it. 

Kabupaten Tulang Bawang Sarat Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha; 

bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana I b. 

Jasa Usaha; 

bahwa berdasark8n- --pertimba'ngan sebagaimana II --I 

I 
I II !, 

, 

~ ~deran
, 2 
: Mengingat 

I 
I 
I! 

I 

_ 

dimaksud ~ huruf a ~, periu menetapkan I dirnaksud huruf a di atas , perlu menetapkan Peraturan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan ! Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah I I 
Daerah Kabupaten TUI~ng ,Bawallg Barat Nomor 5 i Kabupaten ~ula~g 8awang Barat Nomor 5 Tahun 2012 I I!I 

I Tahun 2012 ter:tang Retribusi Jasa Usaha; I tentang Retribusi Jasa Usaha:	 J-----~- I 

===:=========. == J--- ---	 - ,---------,~1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Neg. ara 11 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara I Kons ideran mengingat ' -- 1 
1	 . Republik Indonesia Tahun 1945; Republik Indonesia Tahun 1945; angka 9 telah dimuat 

Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentano Hukum 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum pada angka 4,2 
Acara Pidana (Lembaran Neqara Republik Indonesia Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia selanjutnya angka 10, 

1 Tahun 1981 Nomor 96 , Tamba~an Lembaran Negara I Tahun ,1981_ Non:or 96, Tambahan Lembaran Neqara 13, 17, 19 20 , ,21, 22, 
Republik Indonesia Nomor 3209); I Repubhk Indonesia Nomor 3209); I 23, 24, 28, 29, 33, dan Ii

I	 Undang-Undang Nomor 28 Tahur. 1999 tentang 3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang 134 dihilangkan, karen a 
13. Penyeienggaraan Negara yang Bersih ds..sn 8ebas dari Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari tidak mempunyai 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Korupsi. Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara I korelasi la r1g sung 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Republik Indonesia Tahun ,999 Nomor 75, Tambahan Idengan substan si yang 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); diatur 

_ _ _ _-L_____ ___	 ,- - 



- 2 -

f
1
 32 
4. Un*3ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 14 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang4	 5 

Kewngan Negara (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
l.ersbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	 I 

5.	 Uncllng-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Per1lendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indooesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Lerroaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6.	 Und:lng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 16 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan :raI9QYI9§jjawab Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indooesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Indonesia 1ahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran , 
Lerrnaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4400); , Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7 , Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang 7 . Undang-Undang Nemer 3~ Tahun 2004 ter.tang 
Perimbangan Keuang.;' . _ntara Pemerintah Pusat dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

I Perrerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
I 

Pemerlotahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indcnesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tarnbanan 
Lerrnaran Negara Republik indonesia Nomor 4438); Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438) ; 

8. Unc:ting-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 18 . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang I
 
I Pe~anan (Lernbaran Negara RepLJbiik lndonesla ] Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
I 

Ta hen 2004 Nomor 11<3, Tambahan Lernbaran Negara i Propinsi i.arnpunq (Lernbaran Negara Republ ikI 
I	 Re~blik indonesia Nemer 4433) sebaqalrnana telah ' Indonesia Tahun 2008 Nornor 187 , Tarnbanan ] 

diubah dengar. Undanq-Undanq Nomor 45 Tahun 
I

I l.embaran Ncgara Republ ik indonesia Nornor 4534) ; I
 
I 200~ (Lernba ran Negara Republik tndonesia Tahun !9. UI1~iang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 ~ent8rrg i
 

2 0 ~ Nomor 15.d . Tambahan Lembaran NegGra I Pelayanan Publ ik (i.e rnbaran Negar.::l Repub iik i
i 
I Re~bl ik Indonesia Nornor 5073); ! indonesia Tahun 2009 Nemer 112, 1 arnbahan I
 

I 9. iJflOOI9~ Ufl~~ ~!Q~1~ TQ~\#! 200:,1 tZl"ltOO§
 Lembaran Negara Republil< Indonesia Nornor 5038); I 
I ~~19 ~~ (l-:mbGl fGl l9 N€~ara _ REi¥'''~~ 110. Undang-Ur.dang Nornor 28 Tahun 2009 tentanq Pajaki,	 I ~a ~~~.~ 4 T'·~~ Daerah dan Retlil;usi Oaerah (Lembi.ran Neqara 1 

i l: e~ara Fl4\le §j @ r~~hli~)Of--4.,2 ~ Gh I Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan II 11 0. ~~ang ~Jgmef=='W ~A 2{)(H? t € F\tQR§ Lembaran Necara Republik lnoonesia Nomor 5049): 
I	 ~ I 
~meaFilR N~af&Ref.mf#~;€l€lA6-$ ~a ,11. Unda ng-Undang '\Jomor 12 Tahun 2011 tentangI	 I:	 +at~-2~..ffim&t:=1--:j,'F:~fl~K-¥i=~~~§o'")f.El P ernbentukan Peraturan PerundanqUncanqanI I Re~ll b l ik--h'fOOAes i El NQm.g r 4%S> Lembaran Neqara Tahun 2011 Nomor 82 , Tarnbahan 

I 
j I	 ~l!ne9n9-~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; I11. 

~tub~ll ~a6111 IAfgFr~si p~~ amw.=~
 
.1 ::::;k lOOee••;. T"""e - ---fh--e Me;J'lf~
 Ilern~arQI9 ~J~clFGl RepYi7Ii~tQ~7 ~Jgr:nE)r El 1,....."TElrnbaAoo n Qn~s NemQr 4S46) : 

' , __, II
-~-- ,	 - --	 -- -~---- - - -- - - -._ -- -------- -- ' ---- _.._-- ------

_. J 
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Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembara n Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat NO!11or 20) ; 
Perc:::turan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan 
Pembentukan Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 
Nomor 6 , fambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 74) . 

I ~~4S~ 1}, I 
I ! ;23. ~rahJmnPeme FiR}9~ Rep~&»k=~~: 
I i ! ~~14=-~~~~ 1 

I I ~	 ~ I
I I I ~'Nisataa~eAa!=~=fb@~
I i : NeQar~~iI~ IneeRe-OO T Gl hUfl~G=H- Neffi0*=-+2--5=¥, I 
I " !24. ~ffitlol raA=PEml~ Neme F=OO=~-2G--1-2-tentaf19 
I I PelE:l<sQA.sa~elfl§ Unoong ---N@ffiGX ~Tah bl rq 2000
I I I ~~M~~~~§sr..'l ~~~ 
I I	 ~=-=r~=2Q12 Woolef=~~==*all'lssl:too 

I kembGlFaR-N~f8 Re,abll;llil< InaoFl-e£ia rJ@rned~JS~ 
II _ 125. Peraturan Pernerintah Repubiik Indonesia Nomor 18 / 
. I ! Tahun 2016 ten tang Per3!lgkat Daerah (Lembaran ] 

I I Negara Republik Indonesia Tanun 2016 Nornor 114) , I
I I 126. Peraturan Pres iden Nornor 27 Tahun 2009 tentang I 

I I	 Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanarnan 
Modal ; 

27 .	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun I 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ~ I Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali_ I	 I 

I
 
I 

I 

-~
_._ 

- 4 

I anun L010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

19.	 PerGlt~mFl--Pemerintal1 NeFAer 67 TaRWfl 1g96--tentan~ 

P-enyeJeg§jgamsm-4<e~61R'Nistltoon=~ f'l Negafa 
Re~IJ~lik IFlsenesia Tahun 199B ~JeFFl@r 101, 
TaFFlbGlRem lernbar61f'l Ne§ara RepIJ~lik IrH,I@AesiGl 
~J@FFl@r 365B); 

20 .	 PerGlt~Fen Pernerint&1R ~leFFl@G§4 TahIJ A 2002 tentan§J 
USGlhGl Perik61nan (Lem~GlraA ~Je§larGl Re~IJelik 

tnIJeResia Tuh~R 2002 ~J@FAer 1QQ, Tame61nGlR 
. ~J@mer 423Q); 

!;)Iik InIJ@oosla QOS teAtaA§J
21. f'a N.~ R.~" """ 65 '-••"aoil Sl.a~'f 

b.....:..... P I•• ~I. ••• P.....~ •• R.~"l>lik
P.f P••ywow... •	 ~1.~.fO """P........ 'f.i....1tb0.....f. .-.",••
1.Q.PelGly.man . I 2005 ~J@FFl@r 

.	 *GI!;':lYAIASeAeSIGl
 
Lernearon ~Je§lara R~~loIglik IAQeAesi~ N@mer 4600¥,
 

22.	 PerGltIJreA PeFFlerintGlR ~Jerner 45 TahIJ il 2Q08 teAtaA§ 
i2eGlerneFl PemeeriGlA IF:lsentifGGlA Pem~eridoA 

l<eFFlloleenaR PeAat-,arnan Mesal €I i DaeraR (bernbaraFl 
Negwr-d~~uglik IAc;ieAesiQ TaRuFl 2CQ~ ~JgFl9@r 3a; 

I	 TarnOORGlF:l l t5lmbaran Ne§8ro Repyl3lik InaeFlesia 

19 . 

20. 
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terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
 
Nomor 21 Tahun 2011 ;
 I 

28.	 PeraturGim MeRt@ri OJIGIAr N@§}@fi N,m:}or 24 TahlJn 
20QG t@RienQ P@€lo~em P@F1)'@leAQQareeFi P@laYGInan 
4ef-padu<~~ 

29.	 P@returen M@F1teri Oalam ~JeQ@ri ~Je~er 20 Tehun 
20QS t@F1tGlAQ PeaefllaROrQanisesi san TGlial~eFje Unit 
P@layaAan Peri2iFlan Terpae:lY si Da@raRy 

30 .	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berila Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ; 

31 .	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 4 Tahun 201 'j tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang 8awang Barat Tahun 2011 Nomor 
4, T.... mbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Sarat Nomor 3); 

32.	 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nemer 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 

! 
,
I(Lernbaran Daerah Kabupaten Tuleng Bawang Barat
 

Tahun :20 "12 Nemer 5, Tarnbahan Lembaran Daerah
 
Kabupaten T:JICJ r:g Bawang Baret lJornor 20); 
~t~~\,jlanQ B~
 
~?01~=tei1lane K~4~


/33.	 I 
I 

fkGm~JtlGfilh~~~~~-=Baf.at 
I	 TaR~, T~~6f.Gm.~~ 

~t~i1-Ttl~emg-~aw.mQ ~af;:)t-~!@fl'H.:)r ~ II	 I34	 Perat~F3n DQerQh ~ten TylanQ 83wanQ !3arat 
I1	 . 

~-=S=~~~-201 § {oo~=-P€rq iR~A=darv ~ , I 

i
~iAQ R ~mtJQf:GIFl ~~~~~ I'I ~ooQ 8aFat TaAWR 2Gi@ ~~Gr ~ ~am baOOR I
~~9a(;fah Kabllp@too~Ag s.,,~9-=BiM.atI 

I I 

135	 =~Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat I , 
Nemer 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan I
 
Pembentukan Orcanisasi Perangkat Daerah I
I 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Sarat I
 
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
 L 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74). 

.-	 - - - - ._ --- -_ ._  ----- -- ----- - .._-

mailto:af;:)t-~!@fl'H.:)r
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2 3 ~I 4 5 
3 Persetujuan/memutus Dengan Persetujuan Bersama I Dengan Perselujuan Bersama Setelah persetujuan 

kan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Di\ERAH KABUPATEN bersama tambahkan 
TULANG BAWANG BARAT TULANG BAWANG BARAT frase "MEMUTUSKAN" 

dan dan diakhiri tanda baca titik 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT I BU~ATI TULANG BAWANG BARAT dua setelah kata tanpa 

MEMUTUSKAN: spasi 

4 Satang Tubuh Menetapkan JRAN DAERAHPERUBAHAN ATAS PERATl 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Noroor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tl1lang Bawang Barat Nomor 15), diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbur.yi 

sebagai lJerikut: 

I arif Retribusi 

-- - - _ ._- - ------  - - -t_ . - 
-  - Pasa l e 
(1) Tari! Retribusi digolongl<an berdasarkan jer,'s kekayaan dan ji?n\j K;.j 

I Menetapkan Penulisan frase pertama dalam
I KABUPATEN TULANG BAWANG 8ARAT NOMOR 5 batang tubuh diletakan sejajar 

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. dengan frase pertama pada 
jUdul Perda dalam diktumI Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Menetapkan 
Tulang Bawang Barat Nomor 5 tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa IJsaha (l.embaran Oaerah K at"r =~ ~ Tulang 
Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Sarat Nomor 15), 

I diubah sebagai berikut: 
il 1.	 Ketentuan Pasal 8 ayat. (2) .huruf b diubah, sehir.gga I 

Pasal8 bcrounvi sebaqai benkut: I 

I Pas,, ) 8 .-- - I' Tarif -- disempurnakan/
I ( 1) T 2 r;t Re!ribus i. d i!jolor0k? n oer..j::;~2 1""2 n jenis ke ;.;ayaan dar: jangka oe rdasarkar: j8r:!=:ka waktu 

I 

I,

L J_ _
 

waktu pe makaian . .. . I ~ . waxiu p e~akala'l . .	 . , sosuai ketentuan pasa: ~ 
(2) Tarif Retr ibusi sebaqairnana dirnaksuo pada ayat (1) ditetapka ., I ( L) Tar.t R.e!r;busl sebaqaimona u irnaksud paca ayat ("I) dite tapxan I ayat (1) 

sebago : bsri kut: : sebaqai berikut : i 
a Sewa alat mecin pertanian : I Cl. Sewa alai m€ sin pertarua ., . I 

[~;;+ JENIS I TAR" -fKETE~_~~AN ! I NO i JENIS TRA -KTClR i TARI~ KET ; ';;';:;GMJ" TRACKTOR _ J Rp) . _ _ I L...:....L-_ L. " ~ (Rp) ,	 I 
I	 ~ I I I I : 

' I I I '	 i I
1. ! Tracktor Besar ' ~7~ ~J;>E>MaF i i 1 I Trackto r Besar ! ,- Per Jam
 

_;_· I Tracktor Tangan I ~OOQ.;- ! P-eF-hok-tar I : 2 I' Trac -tor Tangan i· · · ,. I Per Jam JI
 
I

1	 __ l . I " ~i l' " I, !L -L--_______ II 

b s ewa ala! oerat dan alat angkut rrulik oa erah:	 b . Sewa alat berat dan ala! anox ut mili k da erah : 
1.	 BUlldozer Ro 75000 ,-/Jarn Rp i 
2. Ekzavator Rp 60 000,- /Jarn Rp. I 
3. Motor Greder Rp. 60 .000 ,"/J am Rp . 
4 Tyre Roller Rp . 80.000,-/J am Rp , 
5 Tru ck Mixe r Rp 350 000.-/Jarr> Rp. 
6 
7 

Vibro Sir.qle Drum 10-1 2 
Begho!?nder 

Rp 
Rr.:... _ 

50.000 ,-/Ja m 
55.000.:!.Jam 

Drum 10-12 Rp . 
Rp. . , ~ 

I 



I 

S-3wa Kp r, j ~H'a ar: : 150.0CO.- I " MuDl1l<eb3 ~a r a r. untnk I Kebakaran I I 
I 
seba~ Ai Proieksi 1.'lJil it ' PF'; tn 2aamI pe rtunj ukan Ternp at I I beran gkat I I 
Kebaka ran cir'l hl k I Kend.ihar I Kebakaran! UmurnfKc' l'lserfK2mp'l n I . dar ; Kan to r 'I' 

, V~ ata u sejenisnya. tl.---.----J S2tuan Polisi I pertunjukan Tempat }: I beranqkat I' r Scw<:) Kendaraan 100.000,- : Pamong I I Umuru/Konser/Ksmpan I " dari K:;;;r.l o r , , untuk Sirnulasi II /Unit . :'raja I '-Ie at Clu sejenisnya. SatUall Polis i I 
Kend . I\ i'l~upalen I J2-r s ew a Kendaraan urii ;:;i<i100000,- -1 Pamo ng ,I I Simulasi .._.. IfUni! I Praja ITUlzng

I	 . Bawang I , 
i\~nc.l ha r I Kabupalen I 

I I	 I I Sarat I : I 
I I .. Sewa beium i '	 i i' Tulnng , 

I	 Bawang II	 I , terrnasuk I II
I I	 I t'iaya i38M I i

I 

~	 I Barat I
I 

l., . l	 L L dan Sor.!-" ! 

I	ii·~:~:'~k" "'" Ic.	 Rumah Susun Sederhana Sewa 

LJ	 L -L~~~QP; 8 ~_ J ! , NO } ENIS rUNGLff:,l\N-C - TARTF(ROT ---=:] 
Rurna h Susun I 300.000,·/bulen :r I . d . Rumah Susun Sederhana Sewa 
Sederhana Sewa ~ I 

, I
 
I -~_ --l __
 ------,I	 I'------ --- - - - - - - _._-, 
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8. Whell Loader Rp. 6 .000.000,-/Bln
 
9. Stone Crusher Rp. 7 .500.000,-/Bln 
10. Roade Maintenance Unit Rp. 5.500 .000,-/Bln 
11. Mobil As phalt Melting Ketle Rp. 10.500.DOO,-/Bln 
12. Mesin Pernotong Rumput Rp. 300000,-/Bln 
13 Water Pump Rp. 1 100.000,-/Bln 
14. Truck : 

a) Truck dengan kapasitas 5 ton keatas Rp. 9.000 .000 ,
IBln 

b) Truck dengan kapasitas 5 ton kebawah Rp. 
4.500 .000 ,-/Bln 

c) Truck Tronton Mobilisasi A!atRp. 20 .000.000/Bln 
15. Asphalt Sprayer: 

a) lsi 200 L - 400 L Rp. 4 .000.DOO,-/Bln 
b) lsi 100 L - 150 L Rp. 1.000.000,-/Bln 

16. Steamper : 
a) Steamper Vibrating Ramer Rp. 500.000,-/Bln 
b) Steamper Vibrating Soil Rp. 650.000,-/Sln 

17. Mesin Giling : 
a) Ukuran Berat 1-3 Ton Rp. 3.000.000,-/Bln 
b) Ukuran Berat 3-6 Ton Rp. 6 .000.000 ,-/Bln 
c) Ukuran Berat 6-8 Ton Rp. 15 .000.000,-/Bln 

_. , _ 
___'___ _ +--_ _ ----,:----:::-~ l;Kuran Serat 8-10 Ton Rp 1F. oon 000. -lI1 ln 

, b. Sewa Mobil Pernadarn Kebakaran 

INO " JEI ~ IS t:'L1~G 'JTA!\J I TP.RiF I" ! 
I ~ ___ ______ { Rp.lHari) h~'---IIr- ·Sewa l\~ndara a:l11 ~O .OOO , - I' Mobil 

sebaqa: Proiek si , -'Unit I<.ono . I' Pcmadam 

8. Whell Loader Rp. 6.000.000 ,-/Bln 
9. Stone Crusher Rp. 7.500 .000,-/Bln --l10. Roade Maintenance Unit Rp. 5.500.000 ,-/Bln 
11. Mobil Asphalt Melting Ketle Rp. 10.500 .000,-/Bln 
12. Mesin Pemotong Rumput Rp. 300.000 ,-/Bln 
13. Water Pump Rp . 1.100 000,-/Bln 
14. Truck : 

a) Truck dengan kapasitas 5 ton keatas Rp. 9.000.000,-
IBln 

b) Truck dengan kapasitas 5 ton kebawah Rp. 4.500.000,
IBln 

c) Truck Tronton Mobilisasi Alat Rp . 20.000.000 IBln 
15. Asphalt Sprayer : 

a) lsi 200 L - 400 L Rp . 4.000.000,-/Bln 
h) lsi 100 L - 150 L Rp . 1.000.000,-/Bln 

16. Steamper : 
a) Steamper Vibrating Ramer Rp. 500.000, -/Bln 
b) Steamper V:brating Soil Rp. G50.000,-/Bh1 

17.	 Mesin Giling : 
a) Ukuran Berat 1-3 Ton Rp. 3,000.000, -/Blil 
b) Ukuran Bsra t 3-6 Ton Rp. 6.000.000,-/B!n 
c) Ukuran Berat 6-D Ton Rp. 'i5.000.000 ,-/Bln 
d) Ukuran Berat 8-10 Ton Rp. 18.000 OOO, -/Bln 

. - - - - 
c . Sewa Mobil Pemadam Kebaka ran 

EoJJEN! SPUNGUTA/I! f ~~)~';i2 _r - --·m~~ I 

'1 
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Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974j1241jSJ tanggal12 Februari 
2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Jasa 
Usaha; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG 
BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 5 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran 
Keputusan ini ya n g merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini . 

Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang 
Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan 
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu . 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah , 
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur. 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 2019 

M.	 ¥>'&'lo'.L" 

Tembusan: 
1.	 Menteri Dalam Negeri RI; 
2 .	 Menteri Keuangan RI; 
3.	 Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Baw ang Barat. 



- 8 

e. Sewa Sus Sekolah e. Sewa Bus Sekolah 

NO 
1. 

2 . 

3. 

4. 

RUTE/AREA 
Panaragan Jaya, 
Panaragan, Pulung 
Kencana, Mulya Asri, 
Dayamurni , Karia , 
Gunung Kalun 
Menggala, Gunung 
Batin 
Kota Bumi, S impang 
Propau 
Unit 2, Un it 1 

TARIF (Rp.) 
250 .000 ,-
Iperhari 

350 .000,lper 
hari 
500 .000,
/perhari 
400 .000,-
Iperhari 

KI!RI!TANCMj 
- Bus Sekolah 

berangkat dari 
Kantor Dishub 
Kabupaten 
Tulang Bawang 
Barat 

- Sewa belum 
lermasuk biaya 
BSM dan Sopir 

NO 

1. 

2. 
3. 

4. 
5 

RUTE/AREA 

Panaragan Jaya, 
Panaragan, Pulung 
Kencana, Mulya Asri, 
Dayamurni, Karla, Gunung 
Katun 
Menqqala, Gunung Balin 
KOla Bumi, Simpang 
Propau 
Unit 2, Unit 1 
Luar Kabupalen Tulang 
Bawang Barat 

TARIF (Rp.) 

250.000,-/hari 

350.000,/hari 
500.000,-/hari 

400.000,·/hari 
......../ hari 

KETERANGA 
N 

. Bus Sekolah 
berangkal 
dari Kantor 
Dishub 
Kabupalen 
Tulang 
Bawang 
Baral 

. Sewa belum 
lermasuk 
biayaBBM 
danSopir 

6 Diktum pengundangan Pasalll 
Peraturan Daerah ini mula; berlaku pada langgal diundangkan . 

Pasa/II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Pasal " disempurnakan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan f'l8A§t:lAE:laR§Aya Peraturan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya 
Kabupaten Tulang Bawang Baral 

dalam Lembaran Daerah Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Baret 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

M.RI 


